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Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang
Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan
Hilang (mafqid). Permasalahan muncul ketika adanya sebuah kisah atau
fenomena yang terjadi di dalam suatu keluarga yang terdapat permasalahan dalam
penyelesaian kewarisan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pendapat para hakim di Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai
jika terjadi permasalahan kewarisan semacam ini dan seperti apa cara
penyelesaian pembagian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan
(field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan
Agama Amuntai, Pengadilan Agama tersebut berada di Provinsi Kalimantan
Selatan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan
tekhnik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah dengan tekhnik
editing, deskripsi dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan maka penulis
melakukan analisis terhadap data yang sudah di dapat.

Hasil penelitian ini berdasarkan pendapat 6 orang informan menunjukkan
bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang (mafgiid) yaitu dilihat dari
batas usia pada umumnya orang yang sebaya sudah meninggal dunia, dan jika
usianya melebihi 70 tahun maka dapat ditetapkan bahwa Mafqid sudah meninggal
secara hukum. Adapun cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang
kembali setelah ditetapkan mafgiid para hakim berpendapat bahwa harta waris itu
harus disisihkan terlebih dahulu. Jika yang mafgud tadi masih hidup dan
mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus
dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris.
mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan
hilang (mafqiid) bahwa sebelumnya perlu diketahui sumber hukum terkait perkara
kewarisan mafgiid ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan
perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga
para hakim pun perlu disini melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab
sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini ada sebagian
pendapat para hakim yang memang mengarah ke pendapat ulama mazhab.



